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TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Umum Tentang TenagaKerja

1.1.1. Pengertian TenagaKerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan produk barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat umum. Tenaga kerja adalah
setigp orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa
baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja
adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang
dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan
kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut A. Hamzah, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam
maupun di luar hubungan kerja dengan aat produksi utamanya dalam proses

produksi tenaga kerjaitu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.



Menurut Payaman tenaga kerja adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang
mencari pekerjaan , serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu
rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja: @) angkatan kerja terditi atas golongan yang bekerja dan golongan
penganggur atau sedang mencari kerja; b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas
golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golonganlain lain

atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dll.

Menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono tenaga kerja adalah penduduk yang telah
memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang

melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1, tenaga
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau

jasabaik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja merupakan bagian dari angkatan kerja yang berfungs dan ikut serta dalam
proses produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Tenaga kerja adalah setiap orang
laki-laki atau wanita yang sedang dan atau melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar
hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.1.2. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum
ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. Setelah kemerdekaan
ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997 undang-undang ini

diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.



Keberadaan UU No0.25 Tahun 1997 ternyata menimbulkan banyak protes dari masyarakat.
Hal ini dikaitkan dengan masalah menara jamsostek yang dibangun berdasarkan dugaan
kolus penyimpangan dana jamsostek. Keberadaan UU No. 25 Tahun 1997 mengaami
panangguhan dan yang terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

K etenagakerjaan.

Apabila ditelaah dari pengertian istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri atas dua kata, yaitu
hukum dam ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan merupakan dua konsep hukum.
Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelgjari hukum. Konsep hukum pada
dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan

maknanya setgjam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi.

Pengertian hukum ketenagakerjaan yang dahulu disebut hukum perburuhan atau dalam
bahasa Belanda disebut Arbeidrecht masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-
masing ahli hukum. Sebagai perbandingan ada beberapa pendapat beberapa ahli hukum
mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan.

Pengertian hukum perburuhan mengandung tiga unsur yaitu :

a. Adanyaperaturan

b. Bekerjapadaoranglain, dan

c. Upah

Menurut Molenaar menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah bagian hukum yang
berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara

tenaga kerja dan tenaga kerja serta antara tenaga kerja dan pengusaha.*

! Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009),
him. 4



Menurut Soepomo menyatakan hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan,
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang

bekerja pada orang lain dengan menerima upah.?

Halim menyatakan hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur
hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh/pegawai maupun

pihak majikan.>

Sedangkan menurut Daliyo Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. Buruh

bekerja pada dan dibawah majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasanya.*

Berdasarkan definis  hukum perburuhan tersebut, dapat dicermati bahwa hukum

ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur :

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis;

2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan;

3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai
bal as jasa;dan

4. Mengatur perlindungan pekerja/lburuh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil,

melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh, dan sebagainya.

Hukum yang tertulis meliputi seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan
hirarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat;

2 |bid.,him. 5
3 Ibid.
*Ibid.



3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Proving; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/K ota.

Hukum yang tidak tertulis misalnya hukum kebiasaan. Bekerja pada orang lain dapat
diartikan orang tersebut bekerja diluar hubungan kerja dan mereka yang bekerja pada orang
lain. Bekerja pada orang lain didalam hubungan kerja meliputi mereka yang bekerja kepada
Negara dan mereka yang bekerja pada orang lain. Bekerja kepada Negara atau pegawai
pemerintahan. Mereka menjalankan tugas Negara berdasarkan surat keputusan pengangkatan
pegawai negeri, baik sipil maupun ABRI/TNI. Adapun mereka yang bekerja kepada orang

lain adalah mereka yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau perjanjian pemborongan.

1.2. Tinjauan Umum Tentang Pengupahan

Pada dasarnya pengertian upah menganut pada apa yang termuat dalam konvens ILO
mengenai Perlindungan Upah atau Protection of wage. Indonesia juga mengikuti acuan
tersebut dengan sedikit penyesuaian. Pengertian upah yang di anut oleh Negara Indonesia
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 1981 mengenai Perlindungan Upah adalah
Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau
jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinila dalam bentuk uang yang
ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan-perundang-undangan, dan dibayarkan
atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik

untuk buruh sendiri maupun keluarganya.®

> Suwarto, Hubungan Industrial Dalam Praktek, (Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2003), him.
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Dengan pengertian upah tersebut, maka upah di satu sisi adalah merupakan hak pekerja/buruh
dan kewgjiban pengusaha, di sisi lain pekerja/buruh berkewajiban memberikan waktu, tenaga
dan pikiran untuk bekerja atau memberikan jasa. Di samping itu negara kita juga menganut
bahwa upah juga memiliki sifat sosia, di mana besarnya upah dan tunjangan harus dapat
memenuhi kebutuhan keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang K etenagakerjaan, mengatur
dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan”

tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98.

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari suatu hubungan
kerja bahkan dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja yang
melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta
dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan. Dari semua permasalahan yang terdapat dalam
ketenagakerjaan yang paling dominan dan subtansi adalah upah, upah adalah hak pekerja
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja/buruh. Setiap tahunnya Pemerintah Daerah menentapkan Upah Minimum
untuk Kabupaten/Kota dan setiap tahun pula buruh-buruh berdemo dan mengadakan aksi
protes terhadap penetapan pemerintah atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah
minimum yang berdampak luas dan berpengaruh langsung terhadap kesegjahteraan buruh
mendapat perhatian besar dari buruh dan penetapan upah minimum amat bergantung terhadap
pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dianggap gagal sehingga protes dan aksi

unjuk rasa buruh selalu mewarnai pengambilan kebijakan mengenai upah minimum.



Peraturan mengena pengupahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan pada Bab 10 tentang Pengupahan. Menurut pasal 88 ayat 1 Undang-
undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai
pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

1. Upah minimum;

2. Upah kerjalembur;

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;

5. Upah karena menjalankan waktu istirahat kerjanya;

6. Bentuk dan cara pembayaran upah;

7. Dendadan potongan upah;

8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan

11. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan.

Pasal 89 Undang-undang ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan
pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah
provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provins

atau kabupaten/kota.

Pada prinsipnya upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (Pasal
93 ayat 1), kecuali ditentukan dalam ayat (2) apabila:

1. pekerjalburuh sakit sehinggatidak dapat melakukan pekerjaan;
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pekerja/lburuh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat mel akukan pekerjaannya;

pekerja/lburuh tidak masuk bekerja karena pekerjalburun menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan,
suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota
keluarga dalam satu rumah meninggal dunig;

pekerja/lburuh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan
kewajiban terhadap negara;

pekerja/lburuh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjaankanibadah yang
diperintahkan agamanya;

pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak
mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya
dapat dihindari pengusaha;

pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

pekerja/lburuh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atau persetujuan
pengusaha;

pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

1.3. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

A. Pemutusan Hubungan Kerja Karena K ehendak Perusahaan/Majikan.

Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja melakukan

pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Akan tetapi sebelum melakukan PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan

sebanyak 3 kali berturut-turut. Perusahaan juga dapat menentukan sangsi yang layak

tergantung jenis pelanggaran. Untuk pelanggaran tertentu, perusahaan bias mengeluarkan SP

3 secara langsung atau langsung memecat pekerja yang bersangkutan. Bagi pekerja yang di



PHK, aasan PHK berperan besar dalam menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau
tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Peraturan
mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal
156, pasa 160 sampa pasa 169 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, pihak

perusahaan/majikan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas dasar sebagai

berikut :

1. Pengunduran Diri SecaraBaik-Baik Atas Kemauan Pekerja Sendiri
Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapat uang
pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2. Yang bersangkutan juga tidak berhak mendapatkan
uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3 tetapi berhak mendapatkan uang penggantian 1
kali ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal

156 ayat 4.

2. Pengunduran Diri Secara Tertulis Atas Kemauan Sendiri Karena Berakhirnya Hubungan
Kerja
Bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri karenga masa kontrak berakhir, maka
pekerja tersebut tidak mendapat uang pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2 dan tidak
berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3 juga uang pisah tetapi



berhak atas penggantian hak sesua ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang K etenagakerjaan Pasal 156 ayat 4.

. Pengunduran Diri KarenaMencapai Usia Pensiun

Mengenai batasan usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja dan

dituangkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Batasan usia

pension yang dimaksud adalah penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan

berdasarkan jumlah tahun masa kerja.

. Pekerja Melakukan Kesalahan Berat

K esalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan berat adalah sebagai berikut :

a

Pekerja telah melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang
milik perusahaan

Pekerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan

Pekerja mabuk, minum-minuman keras, memakai atau mengedarkan narkoba
dilingkungan kerja

Melakukan tindakan asusila atau perjudian dilingkungan kerja

Menyerang, menganiyaya, mengancam, atau mengintimidasi, teman sekerja atau
perusahaan dilingkungan kerja

Membujuk teman sekerja atau perusahaan untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang

Dengan ceroboh atau senggja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya
barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan

Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya

ditempat kerja



i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan kecuali untuk kepentingan
Negara
j. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam hukuman

pidana penjara 5 tahun atau lebih

5. PekerjaDitahan Pihak Y ang Berwajib

Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja setelah 6 bulan
tidak melakukan pekerjaan yang disebabkan masih dalam proses pidana. Dalam
ketentuan bahwa perusahaan wajib membayar kepada pekerja atau burung uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ditambah uang pengganti hak.

Untuk pemutusan hubungan kerja ini tanpa harus ada penetapan dari lembaga
penyelesaian hubungan industrial tetapi apabila pengadilan memutuskan perkara pidana
sebelum 6 bulan dan pekerja dinyatakan tidak bersalah perusahaan wajib mempekerjakan

kembali.

6. Perusahaan Mengalami Kerugian
Apabila perusahaan bangkrut dan ditutup karena mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 tahun, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
terhadap pekerja.
Syaratnya adalah harus membuktikan kerugian tersebut dengan laporan keuangan 2
tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan perusahaan wajib memberikan

uang pesangon 1 kali ketentuan serta uang pengganti hak.

7. PekerjaMangkir Terus Menerus
Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja apabila pekerjatidak masuk selama5 hari
berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah meskipun

telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini



pekerja dianggap telah mengundurkan diri. Keterangnan dan bukti yang sah yang
menunjukkan alasan pekerja tidak masuk, harus diserahkan paling lambat pada hari
pertama pekerja masuk kerja dan untunk panggilan patut diartikan bahwa panggilan
dengan tenggang waktu paling lama 3 hari kerja dengan dialamatkan pada alamat pekerja

yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada perusahaan.

. PekerjaMeninggal Dunia

Hubungan kerja otomatis akan berakhir ketika pekerja meninggal dunia. Perusahaan
wajib untuk memberikan uang yang besarnya 2 kali uang pesangon, 1 kali uang
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak. Adapun sebagai ahli waris janda/duda
atau kalau tidak ada anak atau jugatidak ada keturunan garis lurus keatas/kebawah selam

tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama.

. PekerjaMelakukan Pelanggaran

Didalam hubungan kerja ada suatu ikatan antara pekerja dengan perusahaan yang berupa
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh
perusahaan atau secara bersama-sama antara pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan,
yang isinya minimal hak dan kewagjiban masing-masing pihak dan syarat-syarat kerja,
dengan perjanjian yang telah disetujui oleh masing-masing pihak diharapkan didalam

implementasinyatidak dilanggar oleh salah satu pihak.

Pelanggaran terhadap perjanjian yang ada tentunya ada sangsi yang berupa teguran lisan
atau surat tertulis, sampai ada juga yang berupa surat peringatan, sedang untuk surat
peringatan tertulis dapat dibuat surat peringatan ke 1, ke 2, ke 3 dan masing-masing
berlakunya surat peringatan itu selama 6 bulan sehingga apabila pekerja sudah diberi
peringatan sampai 3 kali berturut-turut dalam 6 bulan terhadap pelanggaran yang sama

maka berdasarkan peraturan yang ada kecuali ditentukan lain yang ditetapkan lain dalam



perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maka perusahaan dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan berkewgjiban memberikan uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang besarnya

ditentukan dalam peraturan yang ada.

10. Perubahan Status, Penggabungan, Pelemburan Atau Perubahan Kepemilikan

Bagi pekerjayang diakhiri hubungan kerjanya dengan alasan tersebut diatas maka:

a. Pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, berhak mendapat uang
pesangon 1 kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2 dan mendapatkan uang penghargaan masa
kerja 1 kali sesua ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3 dan mendapatkan uang penggantian hak sesual
ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan Pasal 156
ayat 4 dan tidak berhak mendapatkan uang pisah.

b. Perusahaan yang tidak bersedia menerima pekerja diperusahaannya maka bagi pekerja
tersebut berhak mendapat uang pesangon 2 kali sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2 dan
mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3 dan mendapatkan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

K etenagakerjaan Pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapatkan uang pisah.

11. Pemutusan Hubungan KerjaKarena Alasan Efisiens
Bagi pekerja yang mengakhiri hubungan kerjanya karena efisiensi maka pekerja tersebut

berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak
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sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penghargaan masa erja 1 kali ketentuan pasal

156 ayat 4 tapi tidak berhak mendapatkan uang pisah.

Suatu perusahaan juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan
alasan sebagai berikut:

Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu
tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus;

Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewagjiban terhadap
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pekerja melakukan ibadah yang diperintahkan agamanya;

Pekerja menikah;

Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya
didalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja
melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau didalam jam kerja atas
kesepakatan perusahaan, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjam
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan
perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan;

Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit atau akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena
hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu

penyembuhannya belum dipastikan.



C. Pemutusan Hubungan Kerja Karena K ehendak

Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan mengundurkan diri atau alasan mendesak.

Hal ini sesua dengan pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yaitu pekerja atau buruh dapat mengagukan permohonan pemutusan

hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal

pengusaha melakukan tindakan sebagai berikut:

1.

D.

Menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang membahayakan
pihak buruh, anggota keluarga atau anggota rumah tangga buruh, atau membiarkan
perbuatan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh bawahan
majikan;

Membujuk atau mencoba membujuk buruh, anggota keluarga atau anggota rumah tangga
buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau
dengan tata susila atau membiarkan pembujukan atau percobaan pembujukan semacam
itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh bawahan majikan;

Tidak membayar upah pada waktunya;

Tidak memenuhi kebutuhan makan dan pemondokan yang telah diperjanjikan;

Tidak member cukup pekerjaan kepada butuh yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil
pekerjaan yang dilakukan;

Pengusaha dengan jalan lain secara keterlaluan melalaikan kewagjiban yang dibebankan
padanya oleh perjanjian; dan

Memberikan perkerjaan yang dapat mengancar jiwa, kesehatan, kesusilaan, atau nama

baiknya yang tidak terlihat pada waktu pembuatan perjanjian kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja Karena K eputusan Pengadilan

Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengadilan bias terjadi dengan alasan/sebab :



1. Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit (berdasarkan putusan Pengadilan
Niaga)(Pasal 165);

2. Pemutusan hubungan kerja terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja
yang digugat melaui lembaga penyelesaian perselishan hubungan industria
(PPHI)(Pasal 68);

3. Pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya perjanjian kerja.

E. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Hukum
Jika hubungan kerja yang diadankan dalam waktu tertentu dan waktunya tersebut telah habis
atau berakhir, maka pemutusan hubungan kerja dalam ha ini tidak diperlukan ijin. Hal

demikian berarti putus dengan sendirinya karena hukum.

1.4.Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan

Kerja

Apabila menelusuri berbagai literatur dan praktek yang terjadi dilapangan, maka akan
diketahui perlindungan hukum pekerja tercantum didalam suatu perjanjian kerja bersama
yang terdiri dari kewajiban-kewgjiban dan hak-hak kedua belah pihak (pekerja dan
pengusaha). Kemudian untuk dapat memperjelas perlindungan hukum yang harusnya
diterima oleh pekerja, dan dapat dipisahkan antaralain:
1. Perlindungan Hukum Pekerja Karena Proses Pemutusan Hubungan Kerja
Proses pemutusan hubungan kerja yang berarti pemutusan hubungan itu belum terjadi,
ini berarti pekerja masih tetap pada kewgibannya dan pekerja masih berhak
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yaitu dalam pasa 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
K etenagakerjaan.

2. Perlindungan Hukum Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja



Setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja, selain upah atau uang pesangon, ada hak-

hak pekerjalain yang harus diterima oleh pekerjayaitu:

a. Imbalan kerja (ggji, upah, dan lainnya) sebagaimana yang telah diperjanjikan bilaia
telah melaksanakan kewajibannya;

b. Fasilitas dan berbaga tunjangan atau dana bantuan yang menurut perjanjian akan
diberikan oleh majikan atau perusahaan kepadanya;

c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang

layak, selaras dengan harkat martabatnya sebaga manusia






